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ABSTRAK

OLEH
FAISAL
NIM. 61511A0026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten
Dompu dalam kewenangan dinas tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah dalam mewujudkan penataan ruang
dan untuk mengetahui faktor-faktor yang di hadapi dinas tata ruang Kabupaten
Dompu dalam kewenangan tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara
dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif
kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam
mengelola tata ruang secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penataan ruang sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 2014, seperti pemanfaatan kawasan
konservasi pada bantaran sungai, pengembangan kawasan-kawasan yang
merupakan daerah aliran air, lapangan olah raga serta kawasan ruang terbuka
hijau di tiap Subpusat Kota/Kecamatan, dan faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam kewenangan dinas tata ruang antara lain:, (1) kepadatan
bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka
hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan
yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat
penduduk, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6)
tidak adanya drainase yang baik, (7) banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8)
buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut,.

Kata kunci: Kewenangan Dinas Tata Ruang, Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007
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The aim of this study is to identify the efforts of the government of the
Dompu Regency within the spatial planning authority on the basis of Law No 26 of
2007 on regional spatial planning in the implementation of spatial planning and to
evaluate the factors faced by the spatial planning authority of the Dompu Regency on
the basis of Law No 26 of 2007 on regional planning. Normative Observational
Research with data collection techniques, including interviews and documentation, is
the type of rescarch used. While the approach of legal content analysis is qualitative
in descriptive terms.

The results of this study indicate that the role of the regional government in
the general management of spatial planning is consistent with Law No 26 of 2007,
which gives the regional government greater authority to control spatial planning in
accordance with Dompu Regency Regional Regulation No 23 of 2014, such as the
use of riverbank area protection, growth of watershed areas, sports fields and green
open spaces in each sub-center of cities/districts, and factors that become barriers to
the authority of the spatial planning agency include: (1) density of buildings with an
irregular layout, (2) absence of green open spaces as rain catchment areas and
reduction of air pollution, (3) access roads that are difficult to navigate by large
vehicles (cars) in densely populated settlements, (5) difficult to gain access to clean
water and drinking water. (6) lack of goed drainage. (7) accumulation of household
waste, (8) poor electricity and drinking water, (6) lack of good drainage, (7)
accumulation of household waste, (8) poor electrical installations in the area.

Kevwords: Authority of Spatial Planning Service, lL.aw Number 26 Year 2007
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Konsep Negara kesatuan menggambarkan penyelengaraan urusan
pemeritahan baik ditingkat pemerintah pada tingkat pemerintah daerah
senantiasa dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sejak reformasi tahun 1997 terjadi perubahan yang cukup besar dan komplek
dalam dias ketatanegaraan, hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah
peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya yang berakitan dengan
pemeritahan daerah.

Kewenangan pemeintah terdapat enam urusan, selain itu terdapat
pula urusan pemerintah yang bersifat bersama (concurrent), ursuan
pemerintah yang penanganannya dengan pemerintah daerah. Setiap urusan
yang besifat concrent senantiasa ada bagian urusan yang diserahkan kepada
pemerintah provinsi dan ada pula urusan yang diserahkan kepada pemerintah
kabupaten kota.

Perwuju dan pembekaian kewenangan yang bersmaaan (concurrent)
tentunya tidaklah mudah untuk dilaksanakan apabila tidak dilakukan secara
profesional antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
kota, untuk itulah diperlukan kriteria sebgaai standar dalam melakukan
pembagian kewenangan.! Urusan pemerintahan wajib adalah urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar seperti pendidikan

! Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



dasar, kesehatan, pemerinhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana
lingkungan dasar. Urusan pilihan berakitan erat dengan potensi unggulan dan
kekuasan daerah.

Pembangunan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang
dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, Menurut
Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial
yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun
mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan, budaya atau kultur
lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota
masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk
tujuan mereka sendiri.?

Perkembangan masyarakat yang ada didunia tumbuh dengan pesat dri
watu kewaktu. Jumlah penduduk disuatu negara yangterus meningkat akan
menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana
danpemenuhan hidup rakyatnya baik yang diperdesaan maupun perkotaan.
Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya
tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk
bergerak. Indonesia juga telah memenangkan bahwa pembangunan nasional
dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu terarah, bertahap dan
berlanut. Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap memelihara kelestarian
kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan

lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketatanan

2 Zulkarimen Nasution, Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya, PT
Raja Grafindo Persada: Jakarta 2007 hal. 254



Nasional yang ada dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Kabupaten Dompu merluakan pusat kosentrasi pemukiman dan
aktivitas penduduk. Sebagai tempat konsentrasi penduduk, maka kita menjadi
pusat investasi kehidupan perkotaan. Kota berperan penting dan sangat
dominan dalam penghidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai
kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya. Semakin besar suatu
kota, semakin besar pula permasalahan perkotaan yang dihadinya.

Kabupaten Dompu sebagai bagian perekonomian nasional memiiki
pesan yang sangat besar bagi pembangunan. Konstritusinya adalah teradap
pemnuhan kebuthan hiup daar bai waganya; pagan, sadang, keshatan, dan
pedidikan. Daam meenuhi keutuhan dsar itu, prlu pentaan rang dan wiayah
perotaan. Penatan rang danwilaah itu menadi maslah uum yng teradi dibayak
kta besar danmetrpolitan. Permasalhan tataruang, tidk sajakarna kta sejakawal
telh dibngun danbertumbuh secaa almi, akn tetpi perkmbangan kta yang
menalami pertubuhan psat, serng leih mju dari kosep tata rung yang diundakan
karna cepanya lajupemangunan diperkotaan.

Pengauran pemnfaatan rung merpakan salh stu kewnangan pemrintah,
mlai tigkat puat sapai tigkat darah. Olehkaena itu, dalm prses penaturan
danpemafaatan ruag kta haus dilaksnakan secra bersamasama, teradu
danmeyeluruh, dalm upya menapai tujan pebangunan. Seprti yng diaanahkan
dalm UndangUndang Reublik IndonesiaNomor26Tahun2007tentang Penatan

RuangdalamPasallayat(9)yang meyatakan bawa: ‘“Penaturan Pentaan Rang



aalah uaya pementukan lanasan huum bag peerintah, peerintah
darah,danmasyaakat dalm penaaan rung.”

Kewewnan diasa tataruang yng diaur daam Peratran Daeah Nomor26
Tahun2007 tenang Recana TataRuang danwilayah KabupatenDompu khusnya
penaturan tataruang danwilayah utuk kaasan pdidikan. Seprti yag dijelakan
dalm perturan darah tersbut, kawsan pedidikan adaah kawsan tingi
yangdiarhkan  dandiperutukkan  sebgai  kawsan degan  pemustan
danpengebangan beragai kegatan penddikan yangdilenkapi  degan
kegiatankegiatan penujang yng lengap dansaling bersiergi daam satusistem
ruangyang slid.

Berdsarkan hsil obervasi semntara tedapat faktorfaktor permsalahan
yag dihdapi dalm prses perecanaan pemangunan di Kabupaten Dopu atara
lain, redahnya partiipasi masyrakat daam prses perncanaan pembngunan,
leahnya kapsitas lebaga pelasana perncanaan pembngunan

Fenmena yng diadapi oleh peerintah darah didinas penataan
lingkungan pemukiman adalah semakin berkembangnya lingkungan
pemukiman kumuh dan tidak memenuhi kualitas kesehatan. Hal ini
disebabkan oleh konsep penataan yang umumnya berkembang secara bertahap
tetapi tanpa dilandasi perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Penataan
ruang tidak dipersiapkan atau direncanakan untuk menampung pertumbuhan
penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Indonesia
menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan

yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern di sepanjang tepi



jalan utama, namun di sisi lain nampak menjamurnya lingkungan kumuh
dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung
keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di wilayah tersebut, sehingga
menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan. Pembangunan yang tidak
terencana dengan baik, pada perkembangan berikutnya berdampak pada
munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat, seperti munculnya kesan
kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman kumuh
dan munculnya anggapan bahwa pemerintah setempat tidak mampu
mengelola peningkatan kualitas penataan ruang yang berkualitas.®

Ketetuan lajutan adlah Tetang Kewaiban Dalm penyeleggaraan
Pemeritahan Darah khussnya pentaan permahan, tataruang danpengawasan
banunan Kabpaten Dopu Telh Dibetuk Dias Perumhan,TataRuang
danPengawasan Banunan Kaupaten Dopu (DPTRPB) Dlam Peratuan Darah
Nomorl9Tahun2011 tetang Pebentukan, Orgnisasi danTataKerjaDinas
Permahan, TataRuangdanPengawsan Bagunan Kabupaten Dompu .

Degan dibentknya Pera Perauran DaerahNomorl9 Tahun2011 tenang
Pembetukan, Orgnisasi danTataKerjaDinasPerumahan, TataRuang dan
Pengaasan Banunan Kaupaten Dopu dihrapkan mapu mewjudkan pentaan
rung Kabuaten Domu yang indahdamai, nyman dan dinmis seagai kotayang
terepan dalampelayanan pedidikan, peragangan danjasa, inustri, pemerntahan,
danpermuiman denganmempertaankan kelestrian linkungan hidp bgi

pembanguan berkelnjutan.

® Ruddy Williams. Klasifikasi Perncanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan.
Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hal. 52



Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis meneliti tentang
“Kewenangan Dinas Tata Ruang Kabupaten Dompu Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam
Mewujudkan Penataan Ruang”.

B. Rumsan Masalah

Berdaarkan Urian laar belaang diatas mka daat diruuskan permasalhan
sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Dompu dalam kewenangan
dinas tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang rencana tata wilayah dalam mewujudkan penataan ruang?

2. Faktor-faktor yang di hadapi dinas tata ruang Kabupaten Dompu dalam
kewenangan tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang rencana tata wilayah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Dompu dalam
kewenangan dinas tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah dalam mewujudkan penataan

ruang.



b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang di hadapi dinas tata ruang
Kabupaten Dompu dalam kewenangan tata ruang berdasarkan Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritik

Penetian inidiharakan dpat meberikan subangan pmikiran bgi
pengebangan imu huum padaumunya danHukumTataNegarapada
khusunya megenai penelolaan danadesa paca benana alam. Dandapat
bermafaat jua selin sebgai infomasi jga sebgai bahan literatur atau baan
inforasi iliah yng dpat di gunaan untk menembangkan teri yangsudah
adadaam Hkum TataNegara.

b. Manaat Pratis

Daat meberikan maukan dandijaikan dasr infomasi bgi
masarakat utuk leih jah mengali permaalahan dan peecahan msalah
yng ada relevasinya degan hsil peneltian ini, yag berkitan degan
Kewenangan Dinas Tata Ruang Berdasarkan Undang-undang Nomor
26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang, Wilayah Dalam

Mewujudkan Penataan Ruang Di Kabupaten Dompu.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wewenang
1. Pengertian Wewenang

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan
sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk
melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan
formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh
undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan
yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap
segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu dinas
pemerintahan. *

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula
sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule

and the ruled).”

* Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981. hal. 78
® Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal.
35



Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa
hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum,
wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). Di
dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangka kewajiban
secara horizontal berarti kekuasaan untuk  menyelanggarakan
pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara
secara keseluruhan.

2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar
utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap
negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem
konstitunental. Philipus M. hadjon mengemukanan bahwa kewenangan
diperolen melalui tiga sumber vyaitu; atribusi, delegasi, mandate.
Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan
negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate
adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.®

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau

pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan

® Philipus M. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002. hal. 112
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atribusi  kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan
tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini
tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan
kewenangan, yang ada hanyajanji-janji kerja intern antara penguasa dan
pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab
tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi
atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut
menimbulkan cacat kewenangan (onbevoegdheid) yang menyangkut cacat
isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Asas legalitas sebagai pilar negara hukum memberikan pengertian
bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-
undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan
bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang
bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3
(tiga) cara yaitu: ’

a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain

untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

” Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang
Mediatama, Yogjakarta, 2008. hal. 70
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Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan
fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat
keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas umum pemerintahan yang
layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan
yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik,
adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan
wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan
pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak
berarti bertentangan dengan peraturan hukum.

3. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada
orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam
organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk
pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan
menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

Pelimpahan wewenang pemerintah tersebut dapat dilakukan
melalui dua cara sebagaimana diuraikan berikut ini:®
a. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2005, hal. 246
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b. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal18ayat(1)UndangUndangDasar1945menatakan bawa Negra
Keatuan Reublik Indoesia dibgiatas daerahdaerah provnsi dandaerah
proinsi itudibagi ataskabuaten dankota. Dalm tiaptiap
proinsikabupaten,dankota itu mepunyai Peerintah Darah, yangdiatur degan
UndangUndang. Pemerinthan Darah diaur dalm UndangUndang Nomor23
Tahun2014tentang Peeritahan Darah. Keberaaan Perauran Darah
meupakan betuk dari peberian keweangan peerintah puat keada darah
dlam megurus danmenatur ruah tanganya sediri, sebabdalam
penyeleggaraan Pemrintah Darah sagat dipelukan adaya perauran leih
lajut berpa Perauran Daeah. Meurut UndangUndang
Nomor23Tahun2014 tetang Pemrintahan Darah, Peratran Darah adlah
Perauran PerundangUndangan yangdibentuk bersma atara DPRDdengan
Keala Darah bak Provnsi mapun KabpatenKota.®

Perauran Darah adalh peratran yag ditetakan kepla daeah
atasperseujuan DewanPerwakilanRakyatDaerah (DPRD) daam ranka
menylenggarakan otoomi darah. PeraturanDaerah diuat berdsarkan

UndangUndang ataupenjabran leih lajut dariperaturan perundangundangan

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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yanglebih tiggi. Utuk melakanakan Perturan Daeah danatas kusa perturan

perundangundangan lainyang beraku, keala darah menetakan keptusan

kepla darah.’® Sedagkan menrut BgirMnan, PeraturanDaerah

KabupatenKota adaah perturan perundangundangan yangdibentuk DPRD

KabupatenKota dandisakan BupatiWalikota yangmegatur kepntingan

masarakat atautatanan peerintahan yangmenjadi funsi pemerntahan

KabupatenKota didinas otonmi dantugaspembatuan.™*

PeraturanDaerah terdiri atas:

a. PeraturanDaerahProvinsi, yng belaku di proinsi terebut.
Peratran Darah Provisi denan persetjuan Gubrnur.

b. PeraturanDaerahKabupaten/Kota, yangberlaku di KabupatenKota
tersbut.  PerauranDaerah  KabupatenKota dibetuk  olehDPRD
KabupatenKota degan persetjuan bersma BupatiWalikota. Peratran
darah KabupatenKota tidak subordinat tehadap Peratran Darah Provisi.

Perauran  Daeah  sebgai saah  stu  betuk  Perauran

PerundangUndangan meruakan baian daripembagunan sisem huum

nasinal. Perauran Daeah yng bik dpat terwjud apbila diduung olh

meode danstandar yag tepatsehingga meenuhi tenis pebentukan

PeraturanPerundangUndangan, sebagamana diaur dalm UndangUndang

Nomorl2Tahun 2011.

19 S0ebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghali
Indonesia, 2004, him 14

1 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas
Hukum UlII, Yogyakarta, 2002. hal. 23
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2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebaai saah stu jeis Perturan PerundangUndangan dilndonesia,
Perauran Darah daam pementukannya tuduk pada aas mapun tenik daam
penysusnan PerundangUndangan yng telh ditetukan. Hal yng sagat peting
dalm pebentukan Perauran PerundangUndangan diantaanya adaah
menyngkut tetang landsannya. Lanasan yag diaksud diini aalah pijkan,
alsan atu latr belaang megapa PerundangUndangan ituharus dibat.*?

Ladasan yng dignakan dalm menysun PerundangUndangan
yangtangguh dan berkalitas, melputi:*®

a. Landsan Yurdis

Yakni ketntuan hkum yng mejadi dsar kewnangan (bevoegheid
competentie) pebuat Perturan PerundangUndangan. Apkah kewenngan
pejabatataubadan mepunyai dasr huum yangditenukan dlam
PerundangUndangan atautidak. Hal inisanat pening utuk disbutkan
dalm PerundangUndangan karea seoang pejabatsuatu baan tiak
berwnang (onbevogheid) mengeuarkan atuan. Lanasan inidibagi
mejadi dua:

1) Darisegi fomil ladasan inimeberikan keweangan bagiinstansi
tertetu utuk mebuat perauran tertetu;

2) Darisegi matriil sebgai dasr hukm menatur halhal terentu.

12 Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan
UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.
hal. 9

13 W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legal Drafting Teori dan Teknik
Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hal. 25-28



15

b. Lanasan Sosilogis

Yani stu Perauran PerundangUndangan yangdibat hrus dpat
diphami olehmasarakat sesai degan kenataan hdup. Iniberarti bawa
hokum yng dibetuk hrus seuai huum hiup (the living law) dalm
mayarakat.

Dalm kodisi deikian iilah mka Perturan PerundangUndangan
tiak mugkin Ipas darigejalaejala soial yag adadimayarakat. Denan
meliat kodisi soial yag tejadi pdamasyarkat dlam ranka penusunan satu
PerundangUndangan mka tidk beitu bayak lIgi penarahan istitusi
kekusaan dalm melasakannya.

c. Lanasan Filoofis

Yitu daar fisafat ataupandngan atauide yangmejadi daar sewatu
menungkan harat dankebiakan pemeintah kedalam sutu racana aau drft
peratuan neara. Sutu ruusan PerundangUndangan hars medapat
pemenaran (rechvaardinging) yag daat ditrima dandiaji secra filosfis.
Pembearan ituharus seuai degan citacita kebnaran (idee der
waarheid), citacita keailan (idee der grerechtsighheid) dan cita cita
kesuslaan (idee der eedelijkheid).

Denan deikian PerundangUndangan diktakan mepunyai
landsan filosfis (filosofis grondflag) apaila rumuannya menapat
pembnaran yag dikji secra filsofis. Dalm koneks negra Inonesia yag
menadi iti dri ladasan filoofis iniadalah Pacasila sebgai sutu sisem niai

nasonal bgi sitem kehdupan berngara.
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d. Ladasan Poitis

Yani gris keijakan yag mejadi daar selajutnya bgi kebijkan
danpengarhan ketatalksanaan pemeintahan neara. Halini dpat
diunkapkan padagaris poitik sepeti padasaat ini teruang pda Proram
Legslasi Nasinal (Prolegnas) mapun Proram Legilasi Darah (Proleda),
danjuga kebiakan Proram Pebangunan Nasonal (Propernas) sebgai arh
kebjakan pemrintah yangakan dilasanakan selma pemerintannya
kedepan. Iniberrti meberi dalam pebuatan Peratran
PerundangUndangan yangakan dibat olehbadan mapun peabat
yangberwenang.

Selin lanasan terebut ditas msih adabebrapa ladasan yag dpat
digunaan diataranya, ladasan ekonmis, eklogis, kulural, relgi,
adminitratif dantekis perecanaan yag tiak bolh dibaikan dalm upya
mebuat Perturan PerundangUndangan yng bik padasemua tingatan
pmerintah.

3. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Peratran Darah merpakan prduk legilasi Pemeritahan Darah, yani
Keala Darah danDPRD. Sesai Paal 18Ayat (6)Undangundang dasar1945,
Perauran Darah merpakan haklegislasi konsitusional Pemeitahan
DaerahdanDPRD.  Racangan  Perturan  Derah  daat  beasal
dariDPRD,GubernuratauWalikotaBupati  yag  tertang  padaNomor

23Tahun2014 tenang Pemrintahan Darah.
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Rancagan Perturan Darah haus medapat perstujuan beramaDPRD
danGubernur atauWalikotaBupati. Tapa perstujuan besama, Ranangan
Perturan Darah tiak diahas leih lajut. Rancngan Perturan Darah yangsudah
diseujui berama olehDPRD danGubernur atauWalikotaBupati disapaikan
olehpipinan DPRDkepada Gubrnur atauWalikotaBupati utuk ditetpkan
sebgai Perauran Darah. Penympaian Rancanan Perauran Darah dilaukan
daam jagka watu paing lama7hari, terhitng sejaktanggal persetuuan
bersma. Racangan  Peratran  Darah  ditetpkan  olehGubernur
atauWalikotaBupati paing laa 30hari sejk racangan tersbut distujui
berama. Yangtertera daan undangundang Nomor23Tahun2014tentang
pemrintah daeah **

Dalamhal rancagan Perturan Darah tidk ditetapan Gbernur
atauWalikotaBupati daam janka watu palig lama30hari mka rancngan
Perturan Darah terebut sahmejadi Perauran Darah dan wjib diudangkan
degan mutannya dalm Lebaran Darah. Selajutnya keasahan rancngan
Perturan Daeah dimasud, rumsan kalmat pengeshannya berbuyi
“peaturan darah dinatakan sah” degan mencatumkan taggal sanya yang
diaur padaUndangUndang Nomor23Tahun2014.

C. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang
1. Pengertian Penataan Ruang

Rung dpat diartkan sebgai waah kehiupan mausia danmakluk hiup

lainya dansebagai suber dayaalam. Ruag bik sebgai wdah mapun sbagai

suber dya aam trbatas. Seagai waah iaterbats paabesaran wilaah, sedngkan

¥ Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hal 131-132
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suber dya, iaterbatas dya dukugnya. Olh karna itumenurut-peanfaatan ruag
pelu ditta aar tiak teradi peborosan danpenuunan kulitas rung.® Rung
(space) diarikan pla sebgai seluuh perukaan bmi yangmerpakan lapsan
biosera, tepat hiup tubuhumbuhan, hwan danmanusia. Rung dpat
merpakan sutu wiayah yng mepunyai bats gegrafis yatu btas meurut
kedaan fsik, ssial ataupemerintaan yangterjadi darisebagian perukaan bmi
danlaisan taah dibwahnya seta laisan uara diatsnya.

Kartsasmita menemukakan bawa Penatan Rung secaa umm
mengadung pegertian sebgai satu pross yanmeliputi proes perenanaan,
pemanaatan, danpengedalian pelksanaan ataupemafaatan rung yanghaus
berhbungan satusamalain.®

Penaaan rung adlah waah yng mliputi rung daat, rung lat danruang
uara, terasuk rung di daam bmi sebgai satukesauan wilaah, tepat manuia
danmakluk hiduplainya, hidp melaukan kegitan, danmemelihara
kelangsngan hiupnya.'” Rung sendri teragi daam beberaa kaegori, yitu:

a. Rung Daatan adlah rung yag terleak diaas dandibaah
pemukaan daratn, terasuk permkaan peraian daat dansisidarat
darigaris lautterendah.

b. Rung Latan adlah rung yng teretak diatas dn dibawah
permkaan lutdi mlai darisisi lat darisisi gris lauterendah terasuk
dsar lautdan bagan bui dibwahnya, dimaan neara Indnesia
mmiliki hakyuridiksinya

c. Rung udra adaah rang yng terleak diatas rang daraan danatau
rung latan sekiar wilaah neara danmelkat padabumi, dianan
neara Inonesia memliki hakyuridiksinya.

1> Kantaatmadja, M.K. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang. Mandar Maju
Bandung. 1994. hal. 115

16 Kartasasmita, G. Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya
di Indonesia). LP3ES. Jakarta, 1997). hal. 51

7 pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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Didalam UndangUndang No26Tahun2007tentangPenataan Rung
(disingkat UUPR), rung teriri dari ruag wilyah danruang kaasan.
Pegertian wilyah dalm Paal 1butir 177UUPR adaah rung yag merupakan
kestuan geogafis beerta segnapnya usur tekait yng bats dansistenya
ditetukan berdsarkan apek adminisartif danatau asek fungional.
Sedankan pengrtian kawaan daam Paal 1lbutir 20UUPR adlah wilaah
yng memilki fugsi utaa linung aau budidaya.

Pasall butirZUUPR, menjlaskan yangdimaksud denan tataruang
adlah wjud strukural danpola rung. Strukur rung dlamPasal 1butir
3UUPR adlah suunan pusatpusat permuiman dansistem jarngan
praarana dansarana Yyangberfungsi seagai pedukung kgiatan sosil
eknomi masarakat yangsecara hiearkis meiliki huungan funsional.
Sdang polaruang daam Paal 1lbutir4 adaah distrbusi perunukan rung
dlam sutu wilyah yangmelputi perunukan ruag utuk fugsi lidung
danperutukan rung fugsi budidaya.

Penertian peataan rung dlam Psal 1lbutir 5UUPR adlah sutu
sitem proes yng teriri dariperenanan tataruang, pemafaatan ruangdan
pengndalian pemafaatan rung. Prses peataan rung terseut merupkan
satukesatuan sisem yag tidakdapat terpsahkan satusama lainna. Seuai
degan Pasal6 ayat(3) yuridisi danwilayah kedulatan nasioal yng
mecakup rung drat, rung lut danruang udra, termsuk didalam bui seagai

satukesatuan.
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Huum harslah mejadi saana pebangunan, artiya bawa huum
harusah menorong proes modrnisasi, sealan denan fugsi terseut maa
pembntuk UdangUndang meltakkan beragai dsar yuidis dalm melaukan
beragai kegatan pemangunan, sebgai salh satnya yatu daam pebuatan
undangundang megenai penaaan rung.*® Sebgai kebrlanjutan dai
pengturan daam ksnstitusi, beragai undangundang beerta peratran
pelasanaannya tlah dibntuk olehpemerintah.

UUPRmeupakan UndangUndang pook yag menatur tetang
pelasanaan peataan rung. Keeradan undangundang tersbut diharakan
seain seagai konep daar huum dalm melksanakan perecanaan tataruang
jugadiharakan dapatdigunkan seagai baan acan pemerntah daam pentaan
dan peletarian lingungna hiup. Seiap pembngunan yng dilaukan dalm
sutu neara haus terrah, supya teradi kesembangan, Kkesrasian
(keselaasan), bedayauna, berhsil gna, berudaya danberelanjutan daam
ranka meninktkan keseahteraan rayat yangberkeailan. Utuk pelu dissun
satu recana yag disbut recana tataruang. Rencna tataruang adayang
berifat Nasinal, artnya melputi dias Nasonal adapula yanghaya
belaku unuk wilyah, atauregional terentu sepetiRUTR.

Taa rang bearti suunan rung yangteratur. Kaa teratr menckup
pengrtian seasi dansedrhana sehngga muah dipahami dandilakanakan.
Karea padatata rung, yangditata adaah tepat beragai keiatan seta saraa
danprasarananya dilasanakan. Sutu tataruang yangbaik daat dilakanakan

darisegala kegatan meata yangbaik disbut peataan rang. Dalm halini

8 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni
Bandung, 2002 hal 104
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penaaan rung tediri daritiga kegitan utaa yaki perncanaan tataruang,
perwuudan tataruang danpengedalian tataruang.*

Secara geografis ruang wilayah Indonesia yang terdiri dari ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta seluruh sumber daya
alam yang terkandung di dalamnya merupakan aset besar bangsa
Indonesia yang harus dimanfaatkan secara terkoordinir, terpadu, dan
seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian, pertahnan
kemanan, seta kelstarian kemmpuan linkungan hidp.®’ Seua
pertimanganpertimbangan tersbut dimasudkan agarsumber kekyaan
bagsa Indnesia itusemksimal mugkin dapatmenoang terlasananya
pemangunan naional utuk menapai masarakat adildanmakmur.

Rung sebaai suber dayapada dasrnya tidakmegenal baas wilyah.
Naun, unuk meujudkan rang wiayah nasinal yangaman, nyman,
prduktif, danberkelnjutan berlanaskan Waasan Nusatara danKethanan
Nasonal, seta sealan degan kebiakan otonmi darah yangnyata, luasdan
bertangung jaab, pentaan rung menntut kejelsan pedekatan daam proes
perencnaannya dei menjaa kesearasan, keerasian, keeimbangan,
danketerpauan antadaerah, atara pusat dandaerah, anar sekor,

danantarpemangku kepentinan. Dalm UndangUndang ini, peataan rung

9 Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia. Alumni Bandung. 2006. hal 80

%0 Marsono, Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan
Pemukiman. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995, hal. 115.
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didasakan padapendeatan sisem, fugsi utma kaasan, wilaah
adinistratif, kegitan kawsan, dannilai straegis kawasan.?

Berkitan denan kebijkan otoomi derah tesebut, wewnang
penelenggaraan penatan rang olh Peerintah danpemerintah darah,
yangmenckup keiatan pengturan, pembnaan, pelakanaan, danpengaasan
pentaan ruangdidasrkan padapendekatan wilyah denan btasan wiayah
adinistratif. Denan penekatan wiayah adinistratif terseut, pentaan rang
seluuh wiayah Neara Kestuan Reublik Indoesia teriri ats wilyah
nasinal, wilyah prvinsi, wilyah kaupaten, danwilyah koa, yng setiap
wilyah terebut merpakan subistem rung mnurut batasa aministratif.
Didalam sbsistem tersbut terdpat suber dayamanusia degan beragai
maam keiatan peanfaatan suber dayaalam dasumber dayabuatan,
dandengan tinkat pemanaatan ruag yangerbedabeda, yng apbila tiak
ditta denan bik dpat mendrong ke aah adaya ketidakseimbangan
pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan
ruang.*?

Selanjtnya, penaaan ruag degan pendkatan keiatan utma kawsan
tediri ats pentaan rung kwasan perotaan danpenataan rang kawsan
perdeaan. Kaasan perotaan, meurut besrannya, daat berentuk kawsan
perkoaan keil, kawaan perotaan sdang, kwasan perotaan bear, kaasan
metropoitan, dankawasan megaolitan. Penaaan rung kawasn metroolitan

dankawasan meapolitan, khususya kawsan metrpolitan yng berua

2 1bid, hal. 168
22 1bid, hal 2
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kaasan perktaan iti denan kaasan perkoaan disekitrnya yangaling meiliki
keteraitan fungsonal dandihubngkan dengn jaingan prasaana wilyah yng
terintegasi, merpakan pdoman ntuk keterpduan perenanaan tatauang
wilaah  aministrasi  didalam kaasan, danmeupakan alatuntuk
mengoordnasikan pelakanaan pembagunan linas wlayah admnistratif
yng bersagkutan. Pentaan rang kwasan pedesaan diselnggarakan pda
kaasan perdeaan yng merpakan baian wiayah kaupaten ata ada kawaan
yng seara fungsonal beriri pedesaan yangmencakup2 dua) ataulebih
wilaah kbupaten paa 1 (satu) aau leih wilaah proinsi. Kawsan
perdsaan yng mrupakan baian wilyah kaupaten dpat berpa kaasan
agrpolitan.?®

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan
dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi
dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis
kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang
berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan
strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada
pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan,
keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.**

Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan

lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan

2 1bid, hal. 3
2 1bid, hal. 4
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yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,
yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan
ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang
bersangkutan.

Harus disadari bahwa setiap manusia dan makhluk hidup lainnya
membutuhkan ruang sebagai wadah dan pusat kegiatannya, sementara
ketersediaan wadah dan pusat kegiatan tersebut sangat terbatas dan
bahkan tidak pernah bertambah luas, maka pemanfaatan ruang
tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi
pemborosan dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, kehadiran
berbagai kebijakan penataan ruang harus dimaknakan sebagai upaya
untuk mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan besaran kegiatan, jenis
kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.?

Lebih lanjut, Kebijakan penataan ruang tersebut meliputi ruang
wilayah nasional, ruang wilayah provinsi, dan ruang wilayah
kabupaten/kota. Masing-masing ruang wilayah tersebut merupakan
subsistem ruang menurut batasan administrasi belaka, karena secara
alamiah ketiga wilayah tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak
dapat dipilah-pilah. Sebagai satu kesatuan wilayah ruang yang utuh
maka dalam kadar-kadar tertentu pengelolaan salah satu bagian

(subsistem) jelas akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada

% Edy Lisdiono. Legislasi Penataan Ruang (Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum
Tata Ruang dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang). Disertasi Program Doktor 1lmu Hukum
Universitas Diponegoro - Semarang. 2008. hal. 247
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akhirnya akan mempengaruhi subsistem ruang secara keseluruhan. Oleh
karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem
keterpauan sebgai ciriuamanya. Iniberarti pelu adaya satu kebijakanaan
nasioal penataan rung yng daat memdukan danpengendalian
pemanaatan rung dlam satukeatuan sitem, mka diprlukan peangkat
peratuan perundangundangan yng meberi dsar yangjelastegasdan
menyeuruh dalm upya pemnfaatan rang.*®

Daam sejrah penatan rung dilndonesia perama kli mmiliki
UndangUndang peataan rung yaituUndangundang Nomor24Tahun1992
tetang Pentaan Rung, yag disakan padataggal 130ktober1992, kemdian
dirvisi pembruan degan UndangUndang Nomor26Tahun2007 tetang
Pentaan Rang. Perbahan terebut didsarkan padapertibangan, atara lain:
(a) sitasi nasonal mapun internasinal yangmenntut peegakan prnsip
keteraduan, kebelanjutan, demorasi dankedilan dalm ragka
penyelnggaraan pentaan rung yangbaik; (b) pelaksnaan kebjakan
otnomi darah yangmembrikan weenang yangsemakin bear keada
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga
pelaksnaan kewenngan tesebut peru diaur demimenjaga kesrasian
danketepaduan antardaerah demimengindari kesejangan antadaerah; dan
(c) kesaaran danpemahaan mayarakat yangsemakin tingi terhaap

pentaan rung yangmemerlkan pengturan, pebinaan, pelksanaan, dan

2 1bid, hal. 247-248
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pengwasan penatan ruag agr seuai degan perembangan yangtrjadi
dimayarakat.?’

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut, dalam
mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional, Undang-
undang yang baru ini memuat beberapa ketentuan pokok sebagai
berikut:?®

a. Pembagian wewenang antara pemerintah (pusat), pemerintah
provinsi, dan pemerintan daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pemanfaatan ruang untuk memberikan
kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan;

b. Pengaturan penataan ruang Yyang dilakukan melalaui
penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman
dinas penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan
ruang;

c. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kinerja penyelengagaraan penataan ruang;

d. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
pada semua tingkat pemerintahan;

e. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan
terhadap Kkinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan
penataan ruang termasuk pengawasan terhadap Kinerja
pemenuhan standar pelayanan minimal biodang penataan ruang
melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

f. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat,
termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan
penataan ruang;

g. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar
pemangku kepentingan lain secara bermartabat;

h. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negari
sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang
dilakukan;

2" Angka 8 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

8 Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
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Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai
dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan
ruang; dan

Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyelesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan
masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

2. Prinsip-prinsip dasar Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan

pemerintah maupun kepentingan masyarakat, pada dasarnya diletakkan di

atas beberapa prinsip dasar, yakni:*®

a.

Prinsip  keterpaduan  adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara
lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan
keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan
antara  kehidupan  manusia  dengan  lingkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah
serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Prinsip  keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan ~ dengan  menjamin  kelestarian  dan
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Prinsip keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan
manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya
serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Asas  keterbukaan adalah bahwa penataan  ruang
diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang berkaitan dengan penataan ruang.

Prinsip kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan.

Prinsip pelindungan kepentingan umum adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan masyarakat.

% penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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h. Prinsip kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa
penataan  ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa
penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban
semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

i. Prinsip akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan
ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik  prosesnya,
pembiayaannya, maupun hasilnya.

Seain prinsipprinsip daar pentaan rang sebgaimana diaksud diatas,
penyeleggaraan pentaan rung bertjuan utuk meujudkan rung wilayh
nasonal yangamannyamanproduktifdaberkelanjutan berindaskan Waasan
Nusanara danKetahnan Naional denan: (a) terujudnya keharonisan atara
lingkngan alm danlingkugan butan; (b) terujudnya ketrpaduan dalm
penggunan suber daa ala dansumber daa butan dngan meperhatikan sumer
dayamausia; dan (c) terujudnya pelidungan fugsi rung danpencgahan
dapak neatif teradap ligkungan aibat pemanfaatan rung.*

Mana amn dalm tujun penylenggaraan tta rung tersbut aalah sitasi
masarakat daat menjalankan ativitas kehidpannya degan terindungi
dariberbagai ancaan. Naman adlah kadaan mayarakat daat
mengartkulasikan nila sosal buaya danfunsinya dalamsuasana yag teang
dandamai. Produtif dimasudkan seagai prses prodksi dandistribusi berjlan
secra efiien sehigga mmpu meberikan nlai tabah ekoomi unuk

kesejhteraan mayarakat, sekalius meningatkan dayasaing. Sedngkan

berkelajutan aalah kodisi kulitas lingungan fsik apat dipertahnkan bahkn

%0 pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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dpat ditngkatkan, termauk pla antsipasi unuk mengmbangkan orietasi
ekoomi kawsan seelah habsnya smber daa aam takterbarukan.®*

Penaaan ruag wiayah nasonal meiputi rung daraan, rung lautruang
udra temasuk rung didalm bumi sebgai satukesauan. DalamPasal6Ayat
(5)UUPR, baha rang lat danruang udra pengeloaannya diaur degan
undangundang tersediri. Peataan rang unuk wiayah Lut, ditur leih lajut
dalamUUPWP3K, Khuusnya bekaitan degan
RecanaZonasidiWilayahPesisir danPulauPulau Kcil
(PasallAngkal4,Pasal 7Ayat (1) b,Pasal 9, 10 dan 11) danUU Kelutan
(Pengelolaan Ruang Laut, Pasal 42 s.d. 49). Lebih lanjut mengenai
peataan ruag lut (termauk wilyah pesiir danpulaupulau kcil) diurikan pda
bagin lainnaskah ini.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam
Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi dua
hal, yaitu; (a) police making, ialah penentuan haluan negara; (b) task
executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan
oleh negara.®® Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada
pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu

dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai

3! penjelasan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
% Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2006.
hal. 13
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah
dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:*

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,
serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.

Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.

d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan
kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

134

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:**

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
provinsi dan kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi.

Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

o

Wewenang  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi:®
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis
kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:®

% pasal 8 ayat 1Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
% Ibid, Pasal 10 ayat (1)
% Ibid, Pasal 11 ayat (1).
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a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam ayat (3) diatur wewenang pemerintah dalam pelaksanaan
ruang kawasan strategis nasional meliputi:
Penetapan kawasan strategis nasional,
Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;

Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional

oo o

Menurut ayat (4) pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c dan huruf d melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
Dalam rangkan penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang

menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

% |bid, Pasal 11 ayat (2)
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris
yaitu dengan metode penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian Normatif
Penelitian Hukum Normatif yaitu mencakup penelitian trhadap
asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah
hukum, dan perbandingan hukum. Penelilan inidilkukan utuk
mengmpulkan datasekunder yag meruakan keranka dsar yangberifat teortis
sebaai penukung dataempiris. Peneitian inidilakukan degan carameelaah
dan  mepelajari  bebagai  refresi  berpabuku,jurnal,mediacetakdan
perundangundangan yag berkitan denan permaalahan yangpenulis tliti.
Sehngga penlitian hukm noratif menjdikan sitem noma sebaai puat
kajannya. Sistm noma dalm ati sedehana aalah sistm ataukaidah aau
aturn.”’
2. Penelitian Empiris
Penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang mencakup penelitian
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap
efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data
primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini

peneliti terjun langsung untuk mengamati dan mencari data dengan cara

%7 Ranuhandoo, Terminologi Hukum, Grafika, Jakarta, 2013, hal. 419.
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melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan pemerintah desa ditempat

penelitian dengan cara melakukan Wawancara,

B. Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan Hukum

Jenis dan sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan

hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti:

1.

2

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah: Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2007

b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalah yang akan

dikaji dalam penulisan skripsi ini:

2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini;
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3. Makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¢) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus
istilah hukum.

2. Sumber Data

a) Data primer
Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti
langsung dari sumber pertama, dengan cara peneliti terjun langsung ke
lokasi atau lapangan guna untuk mengamati situasi dan kondisi
pelaksaanaan kegiatan.

b) Data sekunder
Data sekunder adalah berupa pendapat subjek atau (orang) secara
individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),
kejadian atau kegiatan dan hasil pengkajian. Dengan menggunakan
metode untuk mendapatkan data yaitu : wawancara.

¢) Data tersier
Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan
petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum skunder.*®

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan

dan petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum skunder.

% Furqon, Metode Penelitian dan Analisis Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 181
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C. Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tehnik dan
pengumpulan bahan hukum/data sebagai berikut:

a. Tahap pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini di lakukan dengan
berbagai tahap antara lain: Studi kepustakaan yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terdapat dalam
buku-buku, literlatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang
berhubungan dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan turun langsung
kepihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini
dilakukan dengan menentukan :

1) Lokasi penelitian : lokasi penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dan Penataan Ruang di
Kabupaten Dompu

2) Wawancara : Wawancara merupakan metode pengumpulan data
dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan
responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara
pewawancara dengan responden.

Wawancara dilakukan dengan Kepala dan Seksi Dinas pekerjaan
umum dan penataan ruang, serta Para pihak yang berhubungan
dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum/Data
Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka dapat diadakan

pengolahan data atau analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Bikden

% Abdurrahman Fatoni, Metodelogi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Tesis. Jakarta: PT.
Rinekha Cipta. 2006, hal.104-105.
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sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan
pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan
bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap
semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang
ditemukan.®

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data
tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat.
Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi,
dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.**

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data/bahan hukum
mengunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif
dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil
wawancara, catatan, pengamatan lapangan, dokumen perorangan,
memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden

yang jumlahnya sedikit.*

0 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: el.Kaf, 2006, hal .31.

* Lexy J. Moeleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roasdakarya,
2006.hal. 28.

*2 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum,Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 181



